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ABSTRAK 

Ketentuan hukum mengenai jual beli diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPer) dan sebagai pembeli mendapatkan sebuah perlindungan 

yang termuat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Kegiatan jual beli banyak dilakukan di marketplace dan 

salah satu marketplace yang sering digunakan masyarakat Indonesia adalah 

Shopee. Jual beli di marketplace Shopee ini terdapat masalah yang sering dialami 

oleh konsumen. Permasalahan tersebut terjadi ketika seorang konsumen sudah 

melakukan pemesanan suatu barang. Namun, ketika barang yang sampai kepada 

tangan konsumen tidak sesuai bahkan mengalami kecacatan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. 

Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan dan mengamati hukum yang 

berlaku serta mengetahui kenyataannya yang terjadi di masyarakat serta dipaparkan 

secara deskriptif analitis berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan 

dan hasil wawancara. Pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan 

bertujuan sebagai landasan dasar dalam melakukan penelitian, sedangkan 

wawancara digunakan sebagai informasi yang akurat yang terjadi dalam kejadian 

sebenarnya di masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

perjanjian dan teori perlindungan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara menelaah literatur yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier dengan dikuatkan hasil wawancara mendalam dengan 

konsumen dan penjual.  

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam jual beli online khususnya 

melalui marketplace Shopee, apabila konsumen mengalami kasus barang yang 

tidak sesuai atau mengalami kecacatan, konsumen dapat melakukan upaya hukum 

dengan menghubungi penjual terlebih dahulu, lalu mengajukan pengembalian 

barang dan/atau dana di Shopee. Penjual dan konsumen dapat berdiskusi berkaitan 

dengan masalah yang dialami serta keputusan terakhir diambil oleh pihak Shopee 

berdasarkan bukti-bukti yang ada. Apabila salah satu pihak tidak terima dengan 

pengambilan keputusan oleh Shopee, maka dapat mengajukan pengaduan kepada 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau melalui pengadilan. Ketentuan 

penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Shopee telah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik Pasal 47 Ayat (3), ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 

Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 72 Ayat (1) dan 

Ayat (2) dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2). 

Kata Kunci: jual beli, upaya hukum, barang tidak sesuai, kecacatan barang 
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ABSTRACT 

Legal provisions regarding buying and selling are regulated in the Civil 

Code and as a buyer get a protection contained in the provisions of Law No. 8 of 

1999 on Consumer Protection. Many buying and selling activities are done in the 

marketplace, and one of the marketplaces that are often used by the Indonesian 

community is Shopee. Buying and selling in the Shopee marketplace there are 

problems that are often experienced by consumers. This problem occurs when a 

consumer has done the maintenance of an item, but when the goods that reach the 

hands of consumers are not appropriate, even have an accident. 

The research method used is juridical empirical method. Conducted by field 

research and observe legal provisions and knowing the reality that occurs in the 

community and presented in a descriptive analytical based on the approach of 

legislation and the results of interviews. The approach by reviewing legislation aims 

as a basic foundation in conducting research, while interviews are used as accurate 

information that occurs in actual events in the community. The theory used in this 

study is the theory of agreement and the theory of legal protection. Data collection 

techniques are carried out by examining the existing literature by collecting 

primary, secondary, and tertiary legal materials with corroborated results of in-

depth interviews with consumers and sellers. 

The results of this study concluded that in buying and selling online 

specifically through the Shopee marketplace, if consumers experience cases of 

goods that are not appropriate or have a disability, consumers can make legal efforts 

by contacting the seller first, then filing a return of goods and/or funds at Shopee. 

Sellers and consumers can discuss the problems experienced and the latest decision 

taken by Shopee based on the evidence available. If one of the parties does not 

accept the decision made by Shopee, it can file a complaint with the Consumer 

Dispute Resolution agency or through the court. The settlement provisions carried 

out by Shopee are in accordance with Government Regulation No. 71 of 2019 on 

The Implementation Of Electronic Systems And Transactions Article 47 Paragraph 

(3), the provisions of Government Regulation No. 80 of 2019 on Trade Through 

Electronic Systems Article 72 Paragraph (1) and Paragraph (2) and the provisions 

of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection Article 45 Paragraph (1) and 

Paragraph (2). 

Keywords: buying and selling, legal effort, incompatible goods, disability goods 
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MOTTO 

TERKADANG KITA MERASA HIDUP ITU BERAT, PADAHAL TUHAN 

SUDAH MENENTUKAN BAHWA KITA ITU KUAT. 
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PERSEMBAHAN 

Karya ini saya persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua saya sebagai bukti bahwa saya mampu mewujudkan 

impian bersama dalam keluarga. 

2. Keluarga yang telah mendukung pendidikan saya sampai saya dapat 

meraihnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Negara Indonesia ialah negara hukum sebagaimana tercantum dalam 

ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum telah 

disediakan oleh negara dalam berbagai tindakan masyarakat termasuk dalam bidang 

hukum jual beli. Peningkatan daya konsumtif masyarakat Indonesia menjadi salah 

satu faktor terjadinya peningkatan jual beli. Kaitannya dengan jual beli, pengguna 

teknologi informasi dan elektronik di era globalisasi telah mengubah gaya hidup 

masyarakat dan cara bertransaksi. Hal ini sejalan dengan proses globalisasi yang 

tentunya berpengaruh besar dalam transaksi jual beli sehingga munculnya transaksi 

jual beli dengan cara baru yaitu jual beli online. 

Teknologi dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan jual 

beli dimanapun dan kapanpun dengan akses yang mendukung. Namun, kemajuan 

teknologi juga mengakibatkan masyarakat menjadi lebih konsumtif. Pentingnya 

peran dari teknologi informasi sebagai sebuah alat untuk mempermudah 

masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli dan ketentuan hukum tentu perlu 

disediakan untuk mengaturnya. Dipahami secara luas bahwa pemanfaatan 

teknologi seperti smartphone dalam jual beli online menjadikan proses jual beli 

lebih efisien untuk digunakan dan memudahkan masyarakat. Kegiatan jual beli 

online telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dengan bantuan media sosial, 

website, dan aplikasi yang salah satunya adalah sebuah aplikasi e-commerce 

bernama Shopee. 
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Definisi jual beli terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa “suatu persetujuan 

adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih”.1 Konsumen mendapatkan sebuah perlindungan hukum 

dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Meskipun terkadang masyarakat belum banyak memahami bahwa 

sebagai konsumen masyarakat disediakan perlindungan hukum oleh negara. 

Peraturan lainnya mengenai transaksi elektronik terdapat pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

elektronik yang berisi tentang penyelenggara sistem elektronik di sektor publik 

maupun sektor privat yang digunakan salah satunya sebagai penyedia, pengelola, 

dan/atau mengoperasikan penawaran perdagangan barang dan/atau jasa. Jual beli 

secara online diatur juga dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 

2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pelaku usaha, konsumen, 

maupun pribadi serta instansi negara dapat melakukan perdagangan melalui sistem 

elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perdagangan secara elektronik 

dapat dilakukan dalam suatu wilayah negara maupun antar negara. 

 Shopee merupakan perusahaan yang bergerak dibidang website dan aplikasi 

e-commerce secara online. Shopee sebagai mobile marketplace yang pertama pada 

tahun 2015 muncul di Singapura sebagai negara asalnya di Asia Tenggara yang 

merupakan e-commerce internasional. Pembukaan store Shopee di Indonesia pada 

 
1 Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). 
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tahun 2016 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan jual beli masyarakat 

Indonesia. Shopee adalah salah satu marketplace paling populer untuk belanja 

online di Indonesia. Shopee merupakan e-commerce yang tersebar di beberapa 

belahan negara seperti Singapura sebagai tempat asalnya, Thailand, dan Vietnam. 

Strategi Shopee untuk menghadapi persaingan e-commerce di Indonesia adalah 

dengan cara menyediakan platform belanja online dengan konsep sosial sehingga 

penjual dan pembeli bisa berinteraksi langsung melalui pesan instan dan tidak 

hanya berfokus pada jual beli saja.2 Pada tahun 2020, Shopee merupakan situs 

belanja online terbesar di Indonesia dengan jumlah pengunjung situs paling banyak 

dibandingkan dengan e-commerce yang lain.3 

 Kegiatan jual beli di marketplace Shopee ini terdapat masalah yang sering 

dialami oleh konsumen. Terdapat sebuah kasus di mana seorang konsumen sudah 

melakukan pemesanan suatu barang berupa kaus wanita di toko Rambokuofficial 

dengan harga Rp60.000,00. dalam sistem transaksi jual beli di Shopee. Namun, 

pada saat barang itu telah sampai di alamat konsumen dan diterima oleh konsumen 

dari kurir yang mengantarkan paket, ternyata pada saat dibuka barang tersebut tidak 

sesuai dengan pesanan konsumen sebelumnya. Barang yang sampai di tempat 

adalah sebuah celana wanita seharga Rp50.000,00. dan karena barang yang diterima 

konsumen tidak sesuai sehingga konsumen ini segera menginformasikan kepada 

 
2Tanose Putra Darmawan, ”Analisis Kualitas Website Forum Jual Beli Online Shopee Di 

Indonesia,” Skripsi Universitas Telkom (2017), hlm. 2. 

3Dwi Hadya Jayani, “Pengunjung Situs Shopee Terbesar di Indonesia,” 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/06/pengunjung-situs-shopee-terbesar-di-

indonesia, Akses 4 Juni 2021. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/06/pengunjung-situs-shopee-terbesar-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/06/pengunjung-situs-shopee-terbesar-di-indonesia
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penjual melalui obrolan pesan di fitur Shopee. Konsumen mempunyai bukti 

penerimaan berupa video unboxing paket yang isi videonya adalah saat konsumen 

membuka paket dan produk di dalamnya berupa sebuah celana wanita seharga 

Rp50.000,00. dan bukan merupakan sebuah kaus wanita. Karena kejadian tersebut 

konsumen merasa telah dirugikan serta mencoba menghubungi penjual kemudian 

mendapat tanggapan dari penjual atas keluhannya. Setelah penjual melihat bukti-

bukti yang dikirim pembeli, penjual mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas 

kesalahan barang yang dikirimkannya. Penjual menyarankan kepada pembeli agar 

segera mengirimkan barang yang diterimanya untuk dikirimkan ke alamat penjual 

supaya nantinya penjual mengirimkan kembali barang yang sesuai dengan apa yang 

pembeli pesan. Kasus yang selanjutnya yaitu terdapat konsumen yang membeli 

produk di toko Erigo melalui marketplace Shopee berupa sebuah jaket denim warna 

biru tua seharga Rp199.000,00. namun pada saat barang itu telah sampai di alamat 

konsumen dan diterima oleh konsumen, ternyata pada saat dibuka barang tersebut 

tidak sesuai dengan pesanan konsumen sebelumnya. Barang yang sampai di tempat 

konsumen tersebut bukanlah jaket denim warna biru tua melainkan warna hitam. 

Konsumen terlebih dahulu menanyakan ke penjual melalui fitur chat Shopee. 

Tanggapan penjual bagus, dan menerima komplain dari konsumen, serta penjual 

menyuruh konsumen untuk mengembalikan produk yang dibelinya kepada penjual 

kembali. Setelah barang yang berupa jaket denim hitam sampai ke alamat penjual 

dan penjual menerima barang tersebut, lalu penjual mengirimkan kembali barang 

yang di awal sudah dipesan oleh konsumen yaitu jaket denim warna biru tua. Status 

pengiriman berjalan lancar dan beberapa hari kemudian barang yang dikirim 
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kembali oleh penjual sampai di alamat konsumen. Ketika konsumen membuka 

barang atas pengajuan pengembaliannya dan konsumen berekspektasi barang yang 

datang adalah jaket denim warna biru tua, ternyata barang yang datang adalah tetap 

jaket denim warna hitam lagi. Konsumen pun kaget dan heran kenapa penjual 

mengirim kembali barang yang salah dan konsumen kembali menanyakan ke pihak 

penjual atas kesalahannya yang kedua kalinya. Namun ketika ditanyakan penjual 

mengatakan bahwa barang yang penjual punya hanyalah jaket denim warna hitam 

karena jaket denim warna biru tua kebetulan sedang kosong, untuk itu penjual 

mengirimkan barang yang ada tanpa mengkonfirmasi kembali kepada konsumen. 

Atas kejadian tersebut pihak konsumen merasa dirugikan dan melakukan upaya 

hukum berupa permintaan ganti kerugian. 

 Apabila permasalahan tidak dapat titik terang penyelesaian, Sesuai dengan 

amanat dari ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, maka permasalahan bisa diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen sebagai bentuk upaya hukum dari konsumen untuk menyelesaikan 

sengketa di luar pengadilan. Perlu adanya pembahasan yang mendalam terhadap 

kajian tersebut. 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk  mengkaji, 

menyusun, serta meneliti lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang akan penulis 

buat dengan judul: 

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Online Dalam Kasus 

Ketidaksesuaian Dan Kecacatan Barang (Studi Kasus Toko Rambokuofficial 

Di Marketplace Shopee)” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas maka rumusan masalah yang 

dibuat penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam kasus 

ketidaksesuaian dan kecacatan barang yang dipesan di toko 

Rambokuofficial melalui marketplace Shopee? 

2. Apakah praktik penyelesaian yang dilakukan oleh Shopee telah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

 Tujuan serta kegunaan yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan 

konsumen dalam kasus ketidaksesuaian dan kecacatan barang yang 

dipesan. 

b. Untuk mengetahui apakah praktik penyelesaian yang dilakukan oleh 

Shopee telah merujuk dan sesuai dengan ketentuan perlindungan 

terhadap konsumen menurut peraturan perundangan yang relevan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

 Harapan penulis nantinya penelitian ini dapat memberikan masukan 

dan pengembangan hukum serta dapat dijadikan referensi dan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya terkait 
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perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian online dalam kasus 

ketidaksesuaian dan kecacatan barang di marketplace Shopee. 

b. Secara Praktis 

 Penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada para konsumen 

terutama dalam kegiatan jual beli secara online khususnya dalam 

marketplace Shopee dan memberikan informasi mengenai hak-hak 

konsumen apabila terjadi kasus ketidaksesuaian dan kecacatan barang. 

D. Telaah Pustaka 

 Penulisan karya ilmiah ini menggunakan berbagai perspektif tentang 

perlindungan konsumen. Penulis melakukan berbagai penelusuran terhadap karya-

karya sebelumnya yang mempunyai objek yang sama terkait dengan penelitian atau 

yang hampir sama penelitian yang penulis juga lakukan. Berdasarkan studi 

kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas 

perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli secara online sebagai berikut: 

 Telaah pustaka pertama yaitu skripsi yang berjudul “Perlindungan 

Konsumen Dalam Jual Beli Sistem Share In Jar Di Toko Online Lilpawscorner 

Salatiga Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen”. Karya Sandra Setiawati. 2020. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Salatiga. Skripsi ini membahas mengenai Jual beli sistem share in 

jar pada Toko Online Lilpawscorner di Salatiga. Hak-hak konsumen di toko 

Lilpawscorner meliputi kejelasan sistem share in jar, spesifikasi barang, 

pengemasan, pemberian label, masa kadaluarsa, penjelasan video mengenai proses 

sterilisasi dan di posting secara publik, pemberian upaya pengembalian produk jika 
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barang yang diterima cacat. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama 

membahas mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli online. Perbedaannya 

terletak pada objek produk yang dijual. Penulis akan mengambil sudut pandang 

dengan produk yang dijual secara umum, dan bukan produk share in jar.4 

 Kedua, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

dalam Jual Beli Online Studi Kasus Media Sosial Instagram”. Karya Feri 

Widiastuti. 2019. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi 

ini membahas mengenai jual beli di media sosial serta perlindungan hukumnya, 

khususnya media sosial instagram. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

penelitian normatif. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas 

masalah perlindungan konsumen dalam jual beli secara online. Perbedaannya 

dengan skripsi yang penulis akan susun berbeda, karena penulis membahas 

perlindungan konsumen di marketplace Shopee.5 

 Ketiga, Jurnal yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi 

Elektronik”, Karya Rizka Syafriana, 2016. Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal ini memakai metode penelitian normatif, 

membahas tentang perlindungan konsumen secara umum dengan ruang lingkup 

yang luas. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah 

perlindungan konsumen yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Perbedaannya 

 
4 Sandra Setiawati, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Sistem Share In Jar Di Toko 

Online Lilpawscorner Salatiga Perspektif Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga (2020). 

5 Feri Widiastuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Studi 

Kasus Media Sosial Instagram,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2019). 
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terletak pada ruang lingkup yang akan dibahas. Ruang lingkup dalam jurnal ini 

sangatlah luas, sedangkan penulis membatasi dan khusus mengenai ruang lingkup 

jual beli di Marketplace Shopee.6 

 Keempat, Jurnal yang berjudul “Keabsahan Transaksi Jual Beli Online 

(Studi Perbandingan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”, 

Karya Fatimah Alkaff, 2018. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jurnal ini 

membahas tentang sahnya jual beli online (e-commerce) yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas 

masalah jual beli secara online, dan perbedaannya adalah jurnal ini hanya 

membahas mengenai sahnya perjanjian jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES). Sedangkan penulis melihat juga dari sudut pandang Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya di marketplace 

Shopee.7 

 Kelima, Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen 

dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce” Karya I Putu Erick Sanjaya Putra, I 

Nyoman Putu Budiartha dan Ni Made Sukaryati Karma. 2019. Fakultas Hukum, 

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali. Jurnal ini membahas tentang 

perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli 

 
6 Rizka Syafriana, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik,” De Lega Lata, 

Vol. 1:2 (Juli-Desember 2016) 

7 Fatimah Alkaff, “Keabsahan Transaksi Jual Beli Online (Studi Perbandingan KUH 

Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018. 
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melalui media e-commerce. Metode penelitian normatif yang digunakan dalam 

penelitian ini. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai 

perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui e-commerce. 

Perbedaannya sangat berbeda, karena penulis membahas perlindungan konsumen 

di marketplace Shopee.8 

 Keenam, Jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam 

Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Yang Mengarah Pada Penipuan” Karya 

Oktriadi Kurniawan, Aria Zurnetti, dan Suharizal. 2020. Fakultas Hukum, 

Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Jurnal ini membahas mengenai 

wanprestasi atas barang yang tidak sesuai dengan mencontohkan pada situs jual beli 

yang ruang lingkupnya internasional yaitu pada situs www.amazon.com dan hanya 

meninjau dari sudut pandang UU ITE, KUHPer dan prinsip-prinsip yang terdapat 

dalam ketentuan Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Persamaan 

dari penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah wanprestasi pada jual beli 

secara online. Perbedaannya, penulis akan melihat dari sudut pandang Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya dalam 

marketplace Shopee.9 

E. Kerangka Teoritik 

 Kerangka teoritik merupakan suatu kerangka pemikiran mengenai 

permasalahan yang menjadi bahan perbandingan maupun pegangan secara teoritis. 

 
8 I Putu Erick Sanjaya Putra, dkk “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual 

Beli Barang Melalui E-Commerce”, Jurnal Analogi Hukum, 1:2 ( Januari 2019), hlm. 239-243. 

9 Oktriadi Kurniawan dkk, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli 

Online (E-Commerce) Yang Mengarah Pada Penipuan, ” Syntax Transformation, Vol. 1 No. 7 

(Oktober 2020), hlm. 353-358. 
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Teori yang dipakai sebagai alat analisis untuk membedah dan melihat permasalahan 

yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teori Perjanjian 

 Menurut Soebekti “Perjanjian dan persetujuan mempunyai arti yang 

sama. Perjanjian dapat disebut persetujuan sebab para pihak setuju untuk 

melakukan suatu hal”.10 Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan “suatu perbuatan di mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih.”11 Menurut Soebekti perjanjian adalah peristiwa dua orang saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal, atau peristiwa di mana seseorang 

berjanji kepada seorang lain.12  

 Terdapat unsur perjanjian yang dibutuhkan untuk melihat apakah 

peristiwa yang ada merupakan bentuk dari perjanjian atau bukan, serta 

berakibat hukum atau tidak. Berkenaan dengan syarat sahnya suatu 

perjanjian, terdapat suatu ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang 

menyebutkan empat syarat dari sahnya suatu perjanjian, yaitu terdapat 

kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perjanjian, adanya 

suatu hal tertentu, dan terdapat kausa yang halal.13 Terdapat banyak asas 

dalam hukum perjanjian yang sangat luas, misalnya kebebasan berkontrak 

 
10 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermassa, 1987), hlm. 11. 

11 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

12 Soediman Kartohadiprojo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1984), hlm. 98. 

13 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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yang berasal dari freedom of contract lalu menurunkan beberapa asas-asas 

penting yang terdapat dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Empat asas penting 

yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu asas kebebasan berkontrak, 

asas itikad baik, asas pacta sunt servanda, dan asas konsensualisme. 

a. Asas kebebasan berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak memiliki arti bahwa setiap orang pada 

asasnya bisa membuat suatu perjanjian dengan isi yang bebas tergantung 

para pihak, dengan ketentuan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban 

umum, serta peraturan yang berlaku di masyarakat. 

b. Asas konsensualisme 

Suatu perjanjian dapat terbentuk dengan adanya asas konsesualisme, 

di mana dalam perjanjian harus terdapat kesepakatan. Asas 

konsesualisme merupakan asas yang memiliki arti paling penting karena 

suatu perjanjian lahir cukup dengan sepakat dan sebuah perjanjian lahir 

pada saat itu juga tercapainya suatu konsensus. Asas konsensualisme 

menitikberatkan oleh kata “sepakat” bagi para pihak yang berasal dari 

adanya itikad baik dalam kontrak di mana para pihak “sepakat” 

mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya. Asas konsensualisme 

adalah asas yang menyatakan bahwasanya perjanjian cukup dengan 

adanya kata sepakat pada masing-masing pihak dan bisa tidak 

dilaksanakan secara formal. Kesepakatan dapat diartikan sebagai 
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persetujuan kehendak, serta pernyataan yang dibuat oleh masing-masing 

pihak yang terdapat dalam perjanjian.14 

c. Asas pacta sunt servanda 

Asas Pacta Sunt Servanda diartikan sebagai bahwasanya semua 

perjanjian pada dasarnya dimaksudkan untuk dipenuhi, sehingga 

berakibat perjanjian tersebut mengikat secara hukum. Perjanjian yang 

secara sah maka berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya15 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUH Perdata. Hakim dan pihak ketiga dalam Asas pacta sunt servanda 

wajib menghormati isi dari kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam 

perjanjian layaknya sebuah undang-undang. Hakim maupun pihak lain 

dilarang campur tangan terhadap isi kontrak yang dibuat. 

d. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 

yang menyatakan: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik16”. 

Pengertian dari itikad baik tidak disebutkan dan dijelaskan secara tegas 

dalam undang-undang. Itikad baik dalam bahasa Belanda disebut 

sebagai te goeder trouw, yang secara ringkas berarti dengan kejujuran. 

Itikad baik mempunyai 2 arti yaitu: 

 
14 Siti Nurwullan, Hendrik Fasco Sirega, “Asas Konsensualisme dalam Penambahan 

Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik” Prosiding Seminar Nasional, Vol. 1:1 (2019), 

hlm. 4-6. 

 
15 Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

16 Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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1) Arti subjektif. Bahwasanya itikad baik terdapat pada sikap batin 

dari seseorang. 

2) Arti objektif. Bahwasanya pelaksanaan perjanjian harus 

dilakukan dengan memperhatikan norma-norma kesusilaan. 

Pentingnya asas itikad baik dalam transaksi jual beli online, karena 

pada dasarnya penjual harus memberikan informasi yang sejelas-

jelasnya mengenai barang yang akan dia jual kepada konsumen. 

Sebaliknya, konsumen berhak atas informasi mengenai barang yang 

akan ia beli dari pihak penjual dengan informasi secara jelas dan 

lengkap. Itikad baik bermanfaat untuk menghindari adanya 

kesalahpahaman antara para pihak terhadap barang yang akan 

diperjanjikan. Sehingga dapat disimpulkan asas itikad baik memiliki 

peranan yang sangat penting di dalam pembuatan suatu perjanjian, 

termasuk di dalam perjanjian jual beli online. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

 Mengenai perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, arti dari 

perlindungan hukum ialah pemberian dukungan terhadap hak asasi manusia 

yang dirugikan oleh orang lain untuk dapat menikmati semua hak yang telah 

ditentukan oleh hukum.17 

 Perlindungan hukum sebagai fungsi dari hukum, di mana sebuah 

konsep hukum mampu mempersembahkan suatu keadilan, ketertiban, 

 
17 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69. 
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kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Perlindungan hukum pada 

hakikatnya tidak membedakan jenis kelamin. Perlindungan memiliki arti 

melindungi sesuatu dan mengayominya, menjauhkan dari suatu hal yang 

berbahaya yang berupa kepentingan maupun benda atau barang. 

Perlindungan hukum bisa didefinisikan sebagai perlindungan oleh hukum 

atau perlindungan dengan menggunakan sistem dan sarana hukum yang ada. 

F. Metode Penelitian 

 Penelitian merupakan suatu kegiatan terkontrol secara metodologis untuk 

menemukan bukti yang dapat dijadikan dasar kebenaran suatu simpulan atau 

pengetahuan yang bisa digunakan sebagai jawaban dari suatu masalah.18 

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 

yuridis empiris. Dilakukan dengan penelitian lapangan dan mempelajari 

ketentuan hukum yang ada serta mengetahui apa yang terjadi secara nyata 

di masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum 

tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara 

in action pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.19 

 
18 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, 

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 96. 

19 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 134. 
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2. Sifat Penelitian 

  Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menerangkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum 

yang ada yang merupakan bagian dari objek penelitian.20 Penelitian ini 

menggambarkan tentang upaya hukum konsumen Shopee yang menerima 

barang tidak sesuai atau mengalami kecacatan dengan yang dipesan 

sebelumnya di marketplace Shopee. 

3. Pendekatan Penelitian 

   Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan 

penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris 

dengan cara terjun langsung ke objeknya.21 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung 

dapat memberikan suatu data kepada pengumpul data.22 Data 

dikumpulkan oleh peneliti sendiri secara langsung dari sumber aktual 

 
20 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 110. 

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia Press, 2005), hlm. 51. 

22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. Ke-23, (Bandung: 

Alfabeta, 2016), hlm. 225. 
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dan tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan data 

primer berupa hasil wawancara dengan empat orang konsumen toko 

Rambokuofficial yang mengalami kasus ketidaksesuaian dan kecacatan 

barang, owner toko Rambokuofficial, seorang karyawan Shopee kantor 

Yogyakarta sebagai bagian dari Tim Operations Shopee. Pelaksanaan 

wawancara sehubungan dengan kasus yang dialami konsumen, 

tanggung jawab toko Rambokuofficial serta upaya yang dapat 

dilakukan oleh konsumen dalam kasus ketidaksesuaian dan kecacatan 

barang dilakukan melalui Whatsapp dan Google Meet. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak 

langsung dapat memberikan suatu data kepada pengumpul data.23 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen 

dan penyelesaiannya, buku, jurnal, artikel, maupun gambar yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini dibagi menjadi tiga, 

yaitu: 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas 

atau yang bersifat autoritatif  sebagai bahan hukum utama dalam 

penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan serta segala 

 
23 Ibid., hlm. 225. 



18 
 

 
 

dokumen resmi yang berkenaan dengan ketentuan hukum. Bahan 

hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik. 

d) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik. 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bukan merupakan 

dokumen resmi. Contoh dari bahan hukum sekunder adalah buku-buku, 

jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

3) Bahan hukum tersier 
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Bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap, memberikan 

petunjuk, atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum lainnya. 

Misalnya berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

 Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara langsung antara 

peneliti dan responden. Wawancara ialah teknik pengumpulan data 

melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, hal ini 

berarti pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban 

diberikan oleh yang diwawancara.24 

b. Dokumen 

 Dokumen-dokumen dari penelitian ini berupa buku-buku, skripsi, 

tesis, jurnal penelitian hukum, peraturan perUndang-Undangan, dan 

hasil penelitian lainya yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Dokumen lainnya dapat juga berupa teks tertulis, gambar, foto, dan 

dokumen lain yang membantu menunjang penelitian ini. 

6. Analisis Data 

  Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan dan dianggap 

sudah cukup memenuhi, Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara 

kualitatif dengan sifat induktif, yaitu pengembangan konsep yang 

didasarkan data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai 

 
24 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), hlm.105. 



20 
 

 
 

dengan konteksnya. Desain yang dimaksud tidak kaku sehingga dapat 

menyesuaikan konteks yang ada di lapangan.25 

G. Sistematika Pembahasan 

 Penulis menyusun sistematika pembahasan untuk merumuskan jalan pikiran 

dalam penelitian ini dan mempermudah pembaca memahami alur penulisan. 

Berikut gambaran pembahasan dalam penelitian ini: 

 Bab I Pendahuluan merupakan bab yang menguraikan tentang hal-hal yang 

umum yang mendasari penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 Bab II mengenai Tinjauan Tentang Jual Beli Dan Perlindungan Konsumen 

Jual Beli Online Serta Transaksi Elektronik Di Indonesia. Bab ini membahas 

tinjauan umum mengenai perjanjian, perlindungan konsumen dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas 

mengenai bagaimana perlindungan konsumen. 

 Bab III Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Terkait 

Hubungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa, yang di dalamnya membahas 

mengenai profil usaha Shopee, profil Rambokuofficial, konsumen Shopee, 

hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, tugas dan fungsi dari Badan 

 
25 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 

125. 
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Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan bentuk penyelesaian sengketa yang 

dapat ditempuh oleh konsumen. 

 Bab IV menguraikan tentang Upaya Hukum Konsumen Yang Menerima 

Produk Tidak Sesuai Dan Terdapat Kecacatan Di Marketplace Shopee. Bab ini 

membahas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen, serta 

kesesuaian penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Shopee berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan menguraikan kejadian 

konsumen yang mengalami ketidaksesuaian dan kecacatan barang di toko 

Rambokuofficial. 

Bab V mengenai penutup memuat bagian akhir yaitu kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dalam 

skripsi ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Upaya yang dapat konsumen lakukan apabila menerima barang yang tidak 

sesuai dengan pesanan atau mengalami kecacatan, dapat menempuh dengan 

cara musyawarah dengan pihak penjual, maupun lewat pusat resolusi yang 

keputusannya akan diambil alih oleh pihak Shopee berdasarkan bukti-bukti 

yang ada. Apabila salah satu pihak tidak menerima atas keputusan dari 

Shopee, maka penyelesaian dapat dilakukan di BPSK maupun di 

Pengadilan. 

2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Shopee telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesesuaian tersebut dapat 

dilihat dalam ketentuan penyelesaian sengketa dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik Pasal 47 Ayat (3), ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 

80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 72 

Ayat (1) dan Ayat (2) dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2). 

Penyelesaian sengketa juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Syarat Layanan 

Shopee yang menentukan bahwa dalam hal timbul masalah dalam suatu 

transaksi, Pembeli dan Penjual setuju untuk terlebih dahulu berkomunikasi 
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satu sama lain melalui Situs untuk menyelesaikan permasalahan atas dasar 

diskusi bersama, apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan 

atas dasar diskusi bersama, Pengguna dapat pergi ke pengadilan klaim di 

yurisdiksi setempat mereka untuk menyelesaikan setiap masalah yang 

timbul dari suatu transaksi. 

2. Saran 

1. Perlu adanya suatu Undang-undang khusus yang dibuat oleh pemerintah 

mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli baik secara langsung 

maupun jual beli secara online. 

2. Diperbanyaknya penyuluhan-penyuluhan oleh lembaga yang berwenang 

kepada masyarakat mengenai perlindungan konsumen. 

3. Pentingnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen yang dilindungi oleh 

seperangat aturan hukum. 

4. Pihak Shopee sebaiknya meletakkan ketentuan mengenai perlindungan 

konsmen di ketentuan awal pada bagian Syarat Layanan. 
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